
 
 

 

  



 
 

PENGGUNAAN PENDEKATAN OMNIBUS LAW DALAM 
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PERSPEKTIF 

SIYASAH DUSTURIYAH 
(Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di 

Bidang Tata Cara Perpajakan) 

 
 
 

SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) 
 

OLEH 

Dwiki Sastro Hadi Kurniawan 
NIM. 1811150138 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA 
FAKULTAS SYARI’AH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO 
BENGKULU  

2024  
  



 
 

  



 
 

iii 
 

  



 
 

iv 
 

MOTTO 

HIDUP UNTUK BEKERJA !! 

(Dwiki Sastro Hadi Kurniawan) 
  



 
 

v 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah saya ucapkan dengan segalah puji dan syukur kepada Allah 

SWT serta atas dukungan serta do’a-do’a dari orang-orang tercinta, 

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya 

dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan terima kasih kepada:  

 Allah SWT karena setiap goresan tinta ini adalah wujud dari 

keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap 

umatnya, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau 

berikan kepada hambamu ini. 

 Untuk diri sendiri terima kasih sudah bertahan suka duka dan 

berjuang sampai saat ini yang telah mampu berada dititik ini 

demi mengejar cita-cita. 

 Kedua orang tua yaitu Bapakku Supardin HB  dan Ibuku 

Fatmawati tercinta, terhebat, terkasih, dan tersayang, terima 

kasih atas semua kasih sayang, do’a dan dukungan moral dan 

material, sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini (S.H), 

terima kasih untuk kesabaran kalian dalam mendidikku hingga 

saat ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kaki 

kalian dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian, 

Aamiin ya Rabb. 

 Dr. Rohmadi, S.Ag., MA selaku pembimbing 1 dan Bapak 

Ifansyah Putra, M.Sos selaku pembimbing 2 terima kasih yang 

tak terhingga yang telah membimbing dengan baik, penuh 

kesabaran, mengarahkan, dan memotivasi kalau bukan karena 

kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. 

 Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Hukum Tata 

Negara 2018 khususnya kelas A dan teman-teman yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk canda, 

tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama. 

 Almamaterku (UINFAS Bengkulu) tercinta yang selalu ku 

banggakan. 
 

 

 

  



 
 

vi 
 

KATA PENGATAR 
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala 

nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyclesaikan 
skripsi yang berjudul “PENGGUNAAN PENDEKATAN 
OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN 
PEMERINTAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH 
(Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di 
Bidang Tata Cara Perpajakan)”. Shalawat dan salam untuk Nabi 
besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk 
menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mcndapatkan 
petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah 
satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) 
pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah 
Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati 
Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses pcnyusunan skripsi 
ini. pernulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan 
demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan 
fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 

2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 

3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata 
Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno 
Bengkulu. 

4. Dr. Toha Andiko, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Anita 
Niffiliyanni, M.H. I. selaku pembimbing II yang yang 
telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran 
dan ketulusan. 

5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati 
Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan 
berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan 

6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan 
Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.  



 
 

vii 
 

7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam 
penulisan skripsi ini. 

 Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu 
tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh 
sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 
membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik 
dalam Skripsi ini kedepannya. 
 
      Bengkulu,  2024 
 

 
 

Dwiki Sastro Hadi Kurniawan 
  



 
 

viii 
 

ABSTRAK 

Penggunaan Pendekatan Omnibus Law Dalam Penyusunan 
Peraturan Pemerintah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Tata 
Cara Perpajakan), oleh : Dwiki Sastro Hadi Kurniawa, 
Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M. Ag. dan Pembimbing II: Ifansyah 
Putra, M.Sos. 
Ada dua persoalan yang dikaji dalam skirpsi ini, yaitu: 1) 
Bagaimana Penggunaan Pendekatan Omnibus law Dalam 
Penyusunan Peraturan Pemerintah, 2) Bagaimana Kajian Siyasah 
Dusturiyah Terhadap Pendekatan Omnibus law Dalam Penyusunan 
Peraturan Pemerintah Perspektif Siyasah Dusturiyah. Untuk 
mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan 
menyeluruh, peneliti menggunakan metode yuridis normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa:  1.Penggunaan pendekatan omnibus law 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya akan 
menyebabkan perosalan baru di bidang peraturan perundang-
undangan karena peraturan pemerintah yang disusun 
menggunakan pendekatan omnibus law memiliki strutur yang 
rumit dan sulit dipahami sebagaimana Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlakuan Perpajakan untuk 
kemudahan Berusaha, padahal urgensi dari adanya peraturan 
pelaksana adalah untuk melaksanakan dan mengatur ketentuan 
lebih rinci yang terdapat dalam Undang-undang Induknya. Oleh 
sebab itu, penulis menyarankan agar pendekatan omnibus law 
sebaiknya tidak dalam penyusunan peraturan delegasi, terutama 
dalam penyusunan Peraturan pemerintah. 2.Selalu 
mengedepankan regulasi dalam setiap tindakan pembuatan 
program pembangunan dan dalam menentukan kebijakan. 
Pentingnya keterbukaan dan musyawarah kepada masyarakat agar 
tercipta harmonisasi pemerintah dengan warganya. 
 
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Pajak, Siyasah Dusturya  
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